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ABSTRAK 
 
 

KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI) 

AKIBAT TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN 

 
OLEH: 

BERLIA INDRIANI 

Aborsi diserap dari Bahasa inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang 
berarti pengguguran kandungan atau keguguran di Indonesia sendiri melarang keras untuk 
melakukan pengguguran kandungan karena bertentangan dengan norma yang ada. 
Pengaturan mengenai larangan melakukan Abortion criminalis diatur dalam Kitab Undang 
Undang Hukum Pidana dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Pasal-pasal ini melarang 
melakukan Aborsi dengan alasan apapun baik itu karena alasan darurat yakni sebagai akibat 
korban pemerkosaan. Tetapi aturan KUHP tersebut telah diringankan dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana membenarkan adanya 
Aborsi untuk dapat dilakukan dengan alasan dan syarat- syarat tertentu yang diatur dalam 
Pasal 75 ayat (2). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui:(1).Bagaimana pengaturan 
terhadap pengguguran kandungan (Aborsi) akibat tindak pidana pemerkosaan. (2). 
Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang disebabkan oleh 
terjadinya pemerkosaan. Dikarenakan perkara mengenai Aborsi dan pemerkosaan merupakan 
suatu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat khususnya dikalangan remaja atau anak 
dibawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif 
normatif.Sumber data berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari 
sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet. Teknik analisis yang digunakan 
adalah content analisis yaitu membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk 
komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan dipertegas dalam pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang 
melakukan aborsi pelarangan ini juga pada hakikatnya setiap ciptaan tuhan memiliki hak 
untuk hidup dan bertahan hidup (2) Adapun sanksi pidana apabila melakukan aborsi, yaitu 
Pasal 346 KUHP diancam penjara empat tahun jika seorang wanita dengan sengaja 
menggugurkan calon bayi kandungan atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan 
kandungannya, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 

Di Indonesia, kasus perkosaan menempati peringkat nomor dua setelah 

pembunuhan. Data dari Kalyana mitra menunjukkan bahwa setiap lima jam, 

ditemui satu kasus perkosaan. Menurut sumber berita yang dilansir oleh suara 

merdeka tahun 2000 bahwa Yayasan Kepedulian Untuk Konsumen Anak 

selama tahun 2000 mencatat sembilan puluh kasus seksual yang dialami oleh 

anak Surakarta dan kasus perkosaan yang ada mencapai delapan belas orang. 

“Hal ini menunjukkan betapa banyaknya perempuan yang menjadi korban 

perkosaan”.1 Secara Nasional, komisi nasional (Komnas) perempuan dalam 

lima belasan tahun terakhir menunjukkan bahwa setiap dua jam sekali, satu 

orang perempuan mengalami kasus perkosaan. Dalam satu hari, dua puluh 

orang perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual. 

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A yaitu setiap 

orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan. 

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang 

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan dan 

 
 

1 Dhian Ertanto,Kajian Yuridis Pengguguran Kandungan (Abortus) dalam Peraturan 
Perundang-Undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan Hak-hak Korban Perkosaan 
Skripsi, FH.Unibraw, Malang, 2013, hlm.4 

 
 

1 



2  
 
 
 
 
 

hukuman bagi pelaku pemerkosaan tertuang dalam pasal 285 KUHP. Bagi 

pelaku yang terbukti melakukan pemerkosaan, akan dijerat hukuman penjara 

maksimal 12 tahun. Hal ini, tertuang dalam isi pasal 285 KUHP yang berbunyi 

sebagai berikut : 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena 

memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”. 

Hal ini juga dipertegas dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang 

dilarang melakukan aborsi pelarangan ini juga pada hakikatnya setiap ciptaan 

tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Dalam hal ini juga 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak saling berkaitan dengan 75 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Pada Pasal 

76 C tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: 

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan,atau turut serta melakukan kekerasa terhadap 

Anak” 

 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia BAB 1 Pasal 2 dan Pasal 4 yang berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 2: 
 

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati 
melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. 

Pasal 4: 
 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran 
dan hati nurasi, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh 
siapapun”. 

Persoalan Aborsi bukan lagi menjadi salah satu hal yang tabu untuk 

dibicarakan dan juga bukan menjadi rahasia umum lagi. Belakangan ini banyak 

terjadi peristiwa Aborsi bahkan juga menjadi fenomena berbagai kalangan, entah 

itu terjadi terhadap remaja yang tidak mau mempertanggung jawabkan 

perbuatannya atau karena pergaulan bebas, orang dewasa yang tidak mau dibebani 

tanggung jawab dan juga akibat dari pemerkosaan yang menjadikan korban hamil. 

Kasus pengguguran kandungan cukup banyak ditemukan, namun tidak banyak 

yang mengangkat kasus ini ke meja hijau. Pengguguran kandungan terdiri dari 

criminalis dan terapeutik di beberapa negara melarang keras untuk melakukan 

aborsi seperti di Chili, El Salvador, Vatican, Malta, sedangkan di beberapa negara 

ada yang melegalkan aborsi dengan berbagai macam alasan. 
 

Beberapa negara memperbolehkan adanya aborsi dengan berbagai alasan, 

seperti negara Jerman, China, Belgian dan banyak negara lain mulai 

mempertimbangkan tentang permasalahan sosial dan ekonomi ataupun 

pertimbangan yuridis. “Pertimbangan sosial yang dimaksud yaitu seperti ibu tidak  

 

 

 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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sanggup membiayai anaknya atau melindungi ibu dari gangguan kesehatan 

mental”.2 Dalam hal ekonomi seperti beberapa orang tua yang tidak mampu untuk 

membiayai anaknya ketika nanti sudah lahir dan alasan pertimbangan yuridis 

yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur Aborsi. 

Indonesia sendiri melarang keras untuk melakukan pengguguran 

kandungan karena bertentangan dengan norma yang ada. Pengaturan mengenai 

larangan melakukan Abortion Criminalis diatur dalam Kitab Undang Undang 

Hukum Pidana dalam di Indonesia sendiri melarang keras untuk melakukan 

pengguguran kandungan karena bertentangan dengan norma yang ada. Pengaturan 

mengenai larangan melakukan Abortion criminalis diatur dalam Kitab Undang 

Undang Hukum Pidana dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Pasal-pasal 

ini melarang melakukan Aborsi dengan alasan apapun baik itu karena alasan 

darurat yakni sebagai akibat korban pemerkosaan. Tetapi aturan KUHP tersebut 

telah diringankan dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan yang mana membenarkan adanya Aborsi untuk dapat 

dilakukan dengan alasan dan syarat- syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 75 

ayat (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Detik Health, Negara yang Sangat Membolehkan dan Tidak Membolehkan 
Aborsi health.detik.com Diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB. 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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3 http://ciricara.com/2013/06/20/6-bahaya-melakukan-aborsi/ diakses pada tanggal 21 oktober 
2022 jam 13.30 wib 

 
 
 
 
 

Hal ini, dikarenakan Aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal 

yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan 

oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara 

ilegal. Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum Aborsi di Indonesia 

sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan Aborsi 

tersebut. Sejauh ini, persoalan Aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian 

besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di 

Indonesia, “tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila 

merupakan Abortion provokatus medikalis”.3 

Pengguguran kandungan (Aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik 

dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, 

hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang 

semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, 

karena “sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek 

negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini, disebabkan 

karena Aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa”. 4 

Aborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih 

bijak untuk menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak 

reproduksi perempuan maupun hak azasi perempuan dan janin. Legalisasi Aborsi 

perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan 

liberalisasi Aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya 

4 imedik.org/2013/02/pengguguran-kandungan/ diakses tanggal 21 oktober 2022 jam 14.00 

http://ciricara.com/2013/06/20/6-bahaya-
http://ciricara.com/2013/06/20/6-bahaya-
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5 http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15/020926.htm diakses pada tanggal 21 
oktober pukul 15.30 wib 

 
 
 
 
 

Aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan 

disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan- 

alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan Aborsi (ProChoice), “di 

seluruh dunia 500.000 perempuan meninggal akibat kehamilan, persalinan 

maupun Abortus kriminalis. Sekitar 20 juta pertahun terjadi unsafe abortion”.5 

Kedudukan hukum Aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa 

yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi 

pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. 

Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus 

tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan Abortus Provokatus Medicialis. 

Sedangkan Aborsi yang digeneralisasikan menjadi suatu tindak pidana lebih 

dikenal sebagai Abortus Provokatus Criminalis. Terlepas dari persoalan apakah 

pelaku Aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (Abortus 

Provokatus Medicialis) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang 

kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak 

dikehendaki (hamil di luar nikah) atau takut melahirkan ataupun karena takut 

tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian 

keluarga, tetap saja angka kematian akibat aborsi begitu mencengangkan dan 

sangat memprihatinkan. Data World Health Organization (WHO) menyebutkan 

bahwa 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang 

tidak aman. “Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan 
 

 

http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15
http://www.kompas.com/ver1/Kesehatan/0609/15
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tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 

dari 8 ibu meninggal dunia akibat Aborsi yang tidak aman”.6 

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal 

itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu 

menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana sesuai dengan pasal 346- 

349 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini dikarenakan hukum positif di 

Indonesia melarang dilakukannya Aborsi, akan tetapi dilain pihak, jika 

kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila 

anak tersebut terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat 

penghidupan yang layak, sedangkan apabila anak itu lahir tanpa ayah, ia akan 

dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini, 

Indonesia menganut dikarenakan dalam budaya timur dan Komplikasi hukum 

Islam, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang 

kadang-kadang membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat 

menggugurkan kandungannya. “Padahal (Aborsi) sama halnya dengan 

pembunuhan, karena menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi 

untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifahan di muka bumi ini”.7 

Hal ini dapat diketahui dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, yaitu 

banyaknya ditemukan kasus Aborsi yang dilakukan para remaja yang belum 

menikah. Ironisnya para remaja tersebut pada umumnya merupakan pelajar dan 

mahasiswi yang datang dengan tujuan sekolah. Jadi mereka telah 

 
 

6 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (PT Raja Grafindo Persada: 
Jakarta, 2004), hlm 224. 

7 M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi (Cet. I Jakarta: Mizan, 2007), hlm 287. 
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menyalahgunakan kesempatan belajar mereka untuk melakukan 

tindakantindakan yang melanggar susila sehingga mengakibatkan kehamilan. 

Selain kenyataan yang langsung dijumpai dalam masyarakat, banyak pula berita- 

berita aborsi di surat kabar dan televisi yang mengungkap kasus-kasus aborsi. 

“Berita- berita tersebut memuat kasus Aborsi baik yang tertangkap pelakunya 

maupun yang hanya mendapatkan bekas Aborsinya saja, antara lain janin yang 

ditinggalkan begitu saja setelah selesai diaborsi”.8 

Berdasarkan Pasal 75 ayat (2), (3), dan Pasal 76 Undang-Undang 

Kesehatan nomor 36 Tahun 2009 tentang setiap orang berkewajiban ikut 

mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat Kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya. tindakan medis (Aborsi) sebagai upaya 

untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan setelah meminta 

persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau keluarganya untuk itu dan 

dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. 

Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang 

bersangkutan atau suami atau keluarganya. Hal tersebut berarti bahwa apabila 

prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau 

dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Dengan kata lain vonis medis 

oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan 

tindak pidana atau kejahatan. Berbeda halnya dengan aborsi yang dilakukan 

tanpa adanya pertimbangan medis sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 75 

 
8 Wati, Aborsi di Indonesia, Suara Merdeka, 27 Februari 2000, hlm 8. 
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ayat (2, 3) dan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, 

Aborsi jenis ini disebut dengan Abortion Provokatus Criminalis. Artinya bahwa 

tindakan Aborsi seperti ini dikatakan tindakan ilegal atau tidak dapat dibenarkan 

secara hukum. Tindakan Aborsi seperti ini dikatakan sebagai tindakan pidana 

atau kejahatan. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan 

perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Agar dapat 

membahas secara detail dan cermat mengenai Aborsi provokatus kriminalis, 

kiranya perlu diketahui bagaimana konstruksi hukum yang berkaitan dengan 

tindakan Aborsi sebagai kejahatan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP), maka berarti bahwa apapun alasannya, di luar alasan 

medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan Aborsi. Jika mencermati 

ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran atau paradigma 

bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subyek hukum sehingga 

berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Juga apabila dilihat dari aspek 

Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun 

mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (Aborsi) dapat 

dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 

Dengan kata lain paradigma yang digunakan adalah paradigma yang 

mengedepankan hak anak (prolife), oleh karena itu dalam KUHP, tindakan 

Aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Adapun yang dapat 

dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 346 KUHP yaitu : “Seorang wanita 

yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu 

diancam pidana penjara paling lama empat tahun.” 
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Selanjutnya di jelaskan pada pasal 347 KUHP yaitu : “Barang siapa 

dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang 

perempuan tidak dengan ijin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya 

dua belas tahun.” Berkaitan dengan perbuatan Aborsi adalah perempuan yang 

menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam 

proses terjadinya Aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat. Persoalannya 

adalah bagaimana ketentuan- ketentuan tersebut dapat ditegakkan dengan baik 

sehingga dapat menjerakan dan meminimalisir para pelaku kejahatan Aborsi 

tersebut. Persoalan lain yang cukup penting untuk dipikirkan adalah Aborsi 

apabila ditinjau dari prespektif hak perempuan terhadap alat reproduksi yang 

merupakan kodrat yang melekat pada setiap perempuan. 

Apabila secara normatif hak anak untuk hidup dilindungi oleh undang- 

undang sehingga konstruksi hukum menggunakan paradigma prolife, 

“bagaimana perlindungan hukum terhadap hak perempuan terhadap alat 

reproduksinya, apakah perempuan tidak berhak untuk menentukan atau 

memutuskan hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi atau yang disebut 

dengan prochoice”.9 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara 

singkat, dan sederhana tentang pengguguran kandungan (Aborsi) akibat tindak 

pidana pemerkosaan, dengan judul Kajian Yuridis Tentang Pengguguran 

 

9 Winarno Surahmad, Dasar-Dasar Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: 
PN. Tarsito, 1975), hlm 58 
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Kandungan (Aborsi) Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan. 
 

 

B. Permasalahan 
 

1. Bagaimana pengaturan terhadap pengguguran kandungan (Aborsi) akibat 

tindak pidana pemerkosaan. 

2.  Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang 

disebabkan oleh terjadinya pemerkosaan. 

 
 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 
 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan 

masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Kajian Yuridis tentang 

Penguguran Kandungan (Aborsi) akibat Tindak Pidana Pemerkosaan dan tidak 

menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain berhubungan dengan 

pemersalahan. 

Tujuan penelitian ini adalah dengan mengetahui: 
 

1. Pengaturan terhadap pengguguran kandungan (Aborsi) akibat tindak pidana 

pemerkosaan. 

2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang disebabkan oleh 

terjadinya pemerkosaan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi Hukum Pidana, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada 

Almamater. 
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D. Kerangka Konseptual 
 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: 

“Definisi operasional atau kerangka koseptial adalah kerangka yang 
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus 
yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari 
teori.Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep 
ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum 
dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi 
operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel 
sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh ,judul skripsi 
: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji” ,maka dalam definisi operasional 
/kerangka konseptual,dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, 
calon haji, ibadah haji”10 

 

Untuk itu guna memudahkan pemabahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah 

yang terkait dengan permasalahan, antara lain. 

Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, 

pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis 

tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, 

pertangggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak 

 
 

10 Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang, Buku Pedoman Penulisan Skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,Palembang ,2020 ,hlm 5. 
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pidana.11 Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang 

berarti menurut hukum atau dari segi hukum12. Dapat disimpulkan tinjauan 

yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu 

pandangan atau pendapat dari segi hukum. 

1. Pengguguran kandungan (Aborsi) 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengguguran 

Kandungan (Aborsi) adalah kriminalis aborsi yang dilakukan dengan 

sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang 

yang berlaku.13Aborsi adalah praktik menghentikan kehamilan dengan 

jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Alasannya beraneka ragam, 

tetapi di Indonesia aborsi hanya bisa dilakukan karena alasan medis dan 

untuk korban pemerkosaan. Praktiknya yang tidak aman juga memiliki 

risiko kesehatan. 

Tindakan Aborsi berupa penguguran dengan cara pembunuhan 

janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh, dan berkembang dan 

menjadi besar Aborsi dilakukan yakni untuk usia kehamilan kurang dari 

20 minggu Aborsi juga sinonim dengan istilah penguguran keguguran atau 

kelahiran sebelum waktunya. Dalam terminologi sehari-hari kata aborsi 

sama dengan pengguguran kandungan yang disengaja karena mengandung 

arti secara aktif atau sengaja dilakukan. Aborsi sendiri dapat terjadi baik 

akibat perbuatan manusia maupun karena sebab-sebab alamiah, yakni 
 

11Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi 
Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1470. 

12M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm 651 
13 https://kbbi.co.id/arti-kata/aborsi diakses pada tanggal 17 maret 2023 pukul 11.01 wib 

https://kbbi.co.id/arti-kata/aborsi
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terjadi dengan sendirinya,14 dalam arti bukan karena perbuatan manusia 

(aborsi sponta) Dalam perspektif kedokteran atau tindakan medis 

pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata latin Abortus 

Provocatus yang dalam kamus kedokteran terjemahannya “membuat 

keguguran. permasalahan melalui pendekatan pada norma-norma hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.maka penelitian ini 

merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti 

bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian 

hukum kepustakaan.15 

2. Akibat 
 

Menurut Hukum pidana Kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah 

macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati- 

hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang 

sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari culpa, namun terkait 

dengan culpa, di Indonesia terdapat pasal kelalaian yang mengakibatkan 

kematian orang lain diatur dalam pasal 359 KUHP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Syahrul Machmud,Pengakuan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang 
diduga melakukan Malpraktek, Bandung, Karya Putra Darwati. hlm. 367 
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, 

hlm. 14. 
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16https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut 
hukum-pidana-lt51d592cf9865d/ Diakses pada tanggal 17 maret 2023 pukul 11.13 wib 

17 Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam 

 
 
 
 
 

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang 

lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

pidana kurungan paling lama satu tahun.”16 

 
3. Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan 

istilah “perbuatan jahat” atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau 

misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi 

dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para 

sarjana17. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak 

pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso. Secara yuridis Djoko 

Prakoso menyatakan pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah : 

"Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarannya 

dikenakan sanksi". Selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara 

kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang 

melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan 

mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis 

kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan manusia yang abnormal 

yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor 

kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut." 

 

 

Konteks KUHAP. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm.137. 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut%20hukum-pidana-lt51d592cf9865d/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut%20hukum-pidana-lt51d592cf9865d/
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yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor 

kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut." 

4. Pemerkosaan 
 

Pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan 

memperkosa; melanggar dengan kekerasan. Jadi Pemerkosaan dalam 

penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan 

kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka pengertian perkosaan adalah: 

 
a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seseorang Wanita 

tanpa persetujuannya. 

 
b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang 

wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan/ 

kehendak wanita yang bersangkutan. 

 
c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria 

terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, 

dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman 

lainnya 

 
Menurut Kamus Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa unsur 

utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku 

kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang di lakukan dengan 

jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut abdul Wahid, bahwa tidak 
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selalu kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan 

sebagai perkosaan.18 

 

E. Metode Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 
 

Selaras dengan pembahasan permasalahan , maka jenis penelitian ini 

tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan Pengaturan terhadap pengguguran kandungan (Aborsi) akibat 

tindak pidana pemerkosaan dan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

aborsi yang disebabkan oleh terjadinya pemerkosaan, sehingga tidak menguji 

hipotesa. 

2. Jenis data 
 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. 

3. Teknik pengumpulan data 
 

Teknik pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan(Library 

Research), yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum 

 

 

 

 
18 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, 

Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm 40. 
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primer (peraturan perundang-undangan),bahan hukum sekunder (literatur, 

laporan hasil penelitian, makalah ,karya ilmiah yang dimuat dalam majalah 

ilmiah). dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa 

Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data stastik) yang 

relevan dengan permasalahan penelitian ini. 

 
4. Teknik Pengolahan data 

 
Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data 

yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualititatif, 

untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 
 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan. Ruang lingkup 

dan tujuan, kerangka konseptual, metode Penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 
 
 

Pada bab ini disajikan tentang pengertian tindak pidana, pengertian 

aborsi,jenis-jenis aborsi, jenis tindakan aborsi, faktor-faktor terjadinya 

aborsi. 

BAB III Pembahasan 
 

Pada bab ini membahas mengenai pengaturan terhadap pengguguran 

kandungan (Aborsi) akibat tindak pidana dan sanksi pidana terhadap 
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pelaku tindak pidana aborsi yang disebabkan oleh terjadinya 

pemerkosaan. 

 
BAB IV Penutup 

 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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